
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUI,AWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUI,AWESI UTARA

NOMOR : 13/Kpts/KPU-Prov-O23/PILGUB/2015
TENTANG

PENETAPAN SYARAT PALING SEDIKIT DUKUNGAN TERHADAP PASANGAN CAI.ON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

SUI,AWESI UTARA TAHUN 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang a. bahwa dalam rangka melaksan  ketentuan Pasal 41 ayat
(1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

b. bahwa berdasarkan perrimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Suawesi Utara tentang Penetapan
Syarat Paling Sedikit Dukungan Terhadap Pasangan Calon
Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubemur Sulawesi Utara Tahun 2015;

Mengingat

KO lvl I S,

1. Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (kmbaran
Negara RI Tahun 1964 Nomor 7) jo. Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi
Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Irmbaran Negara RI
Nomor 94 Tahun 1964, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 2687 Tahun 1964);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20ll, tentsng
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun
2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
52461;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaral Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
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O5 2O08
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten / Kota sebagaimana diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O6 Tahun 2OO8
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2OO8;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2O15
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2O15
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan
Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara
Nomor 1/Kpts/KPU-Prov-O23/PILGUB/2015 Tentang
Penetapan hari dan Tanggal Pemungutan dan Penghitungan
Suara Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur Sulawesi
Utara Tahun 2015;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara
Nomor 2lKptslKPLt-Prov-023/PILGUB/2015 Tentang
Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubemur
Sulawesi Utara Tahun 2O15.

1. Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per
Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara
Serentak Tahun 2015
Nomor 470l 1898/SJ
Nomor :23lBAllVl2Ol5

2. Surat Ketua KPU RI Nomor: 2OllKPUlIl'I/20l5 tanggal 3O

April 2015 Perihal DAIQ Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;

3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Utara yang dituangkan dalam berita acara Nomor
3/BA/PILGUB/Vl2015 tanggal 6 Mei Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUT,AWESI
UTARA TENTANG PENETAPAN SYARAT PALING SEDIKIT
DUKUNGAN TERHADAP PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUI.AWESI UTARA TAHUN 20 1 5;
Menetapkan Syarat Paling Sedikit Dukungan Terhadap
Pasangan Calon PerseorEmgan Dalam Pemilihan Gubemur dan
Wakil Gubemur Sulawesi Utara Tahun 2015, sejumlah 8,5%
dari jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara yaitu: 8,5% X

Memerhatikan

Menetapkan

KESATU
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KEDUA

KETIGA

Salinan sesuai dengan aslinya

2.575.933= 218.954,31 dibulatkan menjadi 218.955 (Dua ratus
delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh lima) dukungan;
Syarat Paling sedikit Dukungan sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU di atas harus tersebar di lebih dari 5O% jumlah
Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara yaitu 50% X 15
Kabupaten/Kota= 7,5 dengan pembulatan menjadi 8
Kabupaten/Kota;
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanesal 6 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

YESSY Y. MOMONGAN

PROVINSI SUUWESI UTARA
kum, Teknis dan Hupmas

ftd.
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